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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

bahwa dalam rangka penyempurnaan kebijakan akuntansi

khususnya perlakuan terhadap akuntansi Aset Tetap maka

dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Nomor 18

Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota

Blitar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun

2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar

yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;

1.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia
Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



10.

Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) ;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapakali dirubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir
Pada Pemerintah Daerah ;

Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar (Berita
Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua



Menetapkan

Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar (Berita

Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 13) ;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA

ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA
BLITAR.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor
18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 18)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota :
a. Nomor 55 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun
2015 Nomor 595) ;
b. Nomor 13 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun
2016 Nomor 13) ;
diubah sebagai berikut :
Lampiran I, tetap ;
Lampiran II, tetap ;
Lampiran III, tetap ;
Lampiran IV, tetap ;
Lampiran V, tetap ;
Lampiran VI, tetap ;
Lampiran VII, tetap ;
Lampiran VIII, tetap ;
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Lampiran IX, tetap ;

—
o

. Lampiran X, diubah sebagaimana tersebut dalam
Lampiran X Peraturan Walikota ini ;

11. Lampiran XI, tetap ;

12. Lampiran XII, tetap ;

13. Lampiran XIII, tetap ;

14. Lampiran XIV, tetap ;

15. Lampiran XV, tetap.



Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Februari 2017
WALIKOTA BLITAR,
Ttd.
MUH. SAMANHUDI ANWAR
Diundangkan di Kota Blitar
Pada tanggal 16 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
ttd.
Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,

— JUARI
 Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006




LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 15 TAHUN 2017
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2017

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. PENDAHULUAN.

1. Tujuan :

a.

Kebijakan akuntansi pendapatan mengatur perlakuan akuntansi atas
pendapatan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Kota Blitar.

. Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan

Operasional dan Laporan LRA untuk Pemerintah Kota Blitar dalam
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan.

2. Ruang Lingkup :

a.

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang
disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis

akrual dan Pendapatan LRA yang berbasis kas.

. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan

Pemerintah Kota Blitar, yang memperoleh anggaran berdasarkan

APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi :

a.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

dan tidak perlu dibayar kembali.

. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban pemerintah.

. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak

perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan

uang daerah yang ditentukan oleh Walikota Blitar untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran

daerah pada bank yang ditetapkan.

. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari

akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan

tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
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B.PENGAKUAN.

1. Pendapatan LO diakui pada saat :

a. timbulnya hak atas pendapatan (earned); atau

b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

2. Pendapatan LRA diakui pada saat :

a. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau

b. diterima oleh SKPD; atau

c. diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

3. Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan
pendapatan, maka pengakuan pendapatan diklasifkasikan kedalam
beberapa alternatif :

a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya
penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut
terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah
daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen
penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan
LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.

b. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului
dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan
dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan
perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap
nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih
bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui
pada Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak
melakukan pembayaran pajak. Apabila pada saat pemeriksaan
ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan
kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO.
Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak,
maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan
dijadikan pengurang pendapatan LO.

c. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya
dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban
selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika
periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA

diakui pada saat uang telah diterima.
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d. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului
dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan
pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama
beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan
terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau
lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA
diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO
diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK)
atas pendapatan terkait.

e. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada
penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan
pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat

pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Kota Blitar.

C.PENGUKURAN.

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya)
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka
asas bruto dapat dikecualikan.

3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya)
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas
bruto dapat dikecualikan.

5. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada

tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

D.PENYAJIAN.

1. Pendapatan LO dan Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut sumber
pendapatan. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara
garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Blitar 3



b. Pendapatan Transfer,
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional.

E.PENGUNGKAPAN.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

terkait dengan pendapatan adalah :

a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya
tahun anggaran;

b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang
bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

c. penjelasan  sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan
pendapatan daerah,;

d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

WALIKOTA BLITAR

Salinan sesuai dengan aslinya Ttd.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI, MUH. SAMANHUDI ANWAR
~ JUARI

(Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006
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